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Abstract:

This paper investigates the evolving landscape of Islamic education in Indonesia, focusing on the preferences of Muslim families affiliated with Muhammadiyah and NU towards madrasah and formal schools. Through a nuanced exploration of historical transformations, curriculum developments, and the socio-religious dynamics influencing educational choices, the study reveals a multifaceted interaction between religious identity, educational aspirations, and modernity. Utilizing unpublished 2010 survey data of PPIM UIN Jakarta, the research underscores a significant inclination towards integrating Islamic studies with general education, reflecting broader trends of Islamic education's modernization. This study not only enriches our understanding of Islamic pedagogy's role in shaping Indonesian society but also highlights the intricate interplay between religious affiliation and educational preferences in the world's largest Muslim-majority country.
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Abstrak:

Makalah ini menyelidiki lanskap pendidikan Islam yang berkembang di Indonesia, dengan fokus pada preferensi keluarga Muslim yang berafiliasi dengan Muhammadiyah dan NU terhadap madrasah dan sekolah formal. Melalui eksplorasi yang bernuansa transformasi historis, perkembangan kurikulum, dan dinamika sosial-keagamaan yang memengaruhi pilihan pendidikan, penelitian ini mengungkapkan interaksi yang beragam antara identitas agama, aspirasi pendidikan, dan modernitas. Dengan menggunakan data survei PPIM UIN Jakarta tahun 2020 yang belum pernah dipublikasikan, penelitian ini menggarisbawahi kecenderungan yang signifikan untuk mengintegrasikan studi Islam dengan pendidikan umum, yang mencerminkan tren modernisasi pendidikan Islam yang lebih luas. Penelitian ini tidak hanya memperkaya pemahaman kita tentang peran pedagogi Islam dalam membentuk masyarakat Indonesia, tetapi juga menyoroti hubungan yang rumit antara afiliasi agama dan preferensi pendidikan di negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia.

Kata kunci: Sekolah berasrama, sekolah Islam, Muhammadiyah, NU.

Change in ideas of knowledge in complex societies and the means by which such ideas are transmitted result from continual struggle among competing groups within society, each of which seek domination or influence ... thus the form of knowledge shaped and conveyed in educational systems ... must be considered in relation to social distribution of power.

Dale F. Eickelman.

Pengantar

Di Indonesia, madrasah sudah menjadi representansi pendidikan Islam.  Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, di mana 85% dari 250 juta lebih populasi penduduknya pemeluk Islam, Indonesia merupakan tempat yang subur bagi perkembangan lembaga pendidikan Islam. Bersama dengan pesantren, madrasah merupakan bentuk lembaga pendidikan Islam yang paling banyak ditemukan. Keduanya memiiki perbedaan dan ciri khas masing-masing. Ciri khas pesantren adalah keberadaan kyai (pemilik sekaligus guru), santri (murid), asrama (tempat tinggal santri), masjid atau mushalla (tempat belajar), dan kitab kuning (kitab klasik Islam yang dijadikan materi pelajaran utama), serta lingkungan pendidikan moral-religius.
 Sedangkan ciri khas madrasah adalah sistem pendidikan formal dengan kurikulum yang mengintegrasikan antara mata pelajaran keislaman dan umum. Sebagian besar madrasah mengikuti yang ditetapkan pemerintah dan sebagian kecil merumuskan kurikulum sendiri secara independen.
  Meskipun berbeda secara kelembagaan, keduanya—pesantren dan madrasah—saling terkait karena mayoritas pesantren memiliki madrasah sebagai tempat para santri menempuh pendidikan formal.
Di Indonesia terdapat nomenklatur sekolah dan madrasah yang dipergunakan secara resmi dalam sistem pendidikan formal—di samping nomenklatur lain yang merupakan turunan atau pengembangan dari keduanya. Sekolah merupakan nomenklatur yang dipergunakan untuk menunjuk lembaga pendidikan umum yang berada di bawah Kementerian Pendidikan.  Sedangkan madrasah merupakan “lembaga pendidikan umum dengan ciri khas Islam” di bawah Kementerian Agama. Sebagian besar sekolah berstatus negeri dalam pengertian infrastruktur (tanah dan bangunan), guru, kurikulum, dukungan finansial,  dan ideologi-pendidikan bersumber dari negara. Dalam kasus sekolah, mayoritas berstatus negeri dan hanya sebagian kecil saja yang berstatus sekolah swasta. Kondisi ini berbnading terbalik dengan madrasah di mana mayoritas madrasah berstatus swasta. Hanya sebagian kecil madrasah yang berstatus negeri. Madrasah negeri merupakan madrasah milik negara dengan dukungan sepenuhnya dari negara. Sedangkan madrasah swasta merupakan madrasah milik organisasi sosial-keagamaan, yayasan, dan pribadi. 
Madrasah—secara bahasa berarti “tempat belajar”—oleh kaum Muslim didefinisikan sebagai “tempat mempelajari ilmu-ilmu keislaman”. Definisi tersebut tidak salah, tetapi harus diakui juga bahwa dalam sejarahnya di masa lalu—sebagaimana lazimnya lembaga pendidikan—madrasah kemudian juga menjadi tempat berlangsungnya penyemaian ideologi-keislaman (madzhab, aliran) tertentu kepada generasi muda. Sehingga, pada perkembangannya kemudian, aspek peran madrasah sebagai tempat penanaman ideologi-keagamaan tertentu melekat dalam nomenklatur madrasah sepanjang sejarahnya. Untuk menyebutkan contoh, madrasah pertama dan paling populer pada masa abad pertengahan Islam, yaitu Madrasah Nizamiyah, yang didirikan Wazir Nizam al-Mulk pada 1065, merupakan tempat penyemaian ideologi-keislaman ortodoksi Sunni di Dunia Islam pada waktu itu. 
Oleh karena itu, nomenklatur madrasah di dunia Islam dipergunakan dengan model dan konten pembelajaran yang beragam. Madrasah dapat dijumpai di Afrika Barat, sebagian Afrika Hitam, Timur Tengah, Asia Selatan, sampai dengan Asia Tenggara dengan keragaman model dan konten kurikulum yang berbeda. Di Afrika Barat dan Timur Tengah, untuk sekadar contoh, madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam yang dirancang khusus untuk mempelajari ilmu-ilmu keislaman seperti ilmu tafsir, ilmu hadits, shari’ah, fiqh dan sebagainya. Gambaran hampir serupa tentang madrasah juga dijumpai di Anak Benua India—Pakistan, India, dan Bangladesh. Secara umum madrasah di dunia Islam identik dengan tempat mempelajari ilmu-ilmu keislaman secara mendalam, dengan pendekatan pembelajaran tradisional,  terhubung dengan ulama otoritatif, dan terkadang bercorak madzhabi.
Pada 1990-an, madrasah pernah menjadi sorotan media massa internasional. Sorotan ini dipicu oleh tampilnya Taliban sebagai entitas politik baru yang naik ke panggung politik nasional di Afghanistan pada 1994.
 Taliban, yang secara bahasa berarti “murid, pelajar”—dan lebih khusus lagi “pelajar agama”—merupakan sebutan untuk  murid-murid madrasah di wilayah tersebut. Taliban ini adalah komunitas Muslim Sunni yang jaringan sosialnya terhubung dengan Madrasah Deoband, madrasah tua di Delhi yang sudah berdiri sejak tahun 1867. Sorotan media massa Barat terhadap madrasah terus berlanjut dengan dominasi pencitraan yang negatif, termasuk mengaitkan madrasah dengan radikalisme dan terorisme dengan simbol tragedi 11 September 2001 di New York, USA. Sebutan bahwa madrasah sebagai “breeding grounds for terrorist” di kalangan masyarakat Muslim,
 sama sekali mengabaikan aspek keragaman madrasah di dunia Islam yang telah disebutkan, lebih dari itu juga tidak kontekstual dalam melihat perkembangan madrasah di dunia Islam. 
Madrasah Indonesia termasuk kelompok madrasah yang berada di barisan terdepan yang mengalami transformasi menjadi lembaga pendidikan Islam modern dengan membuka diri terhadap ilmu pengetahuan umum. Sepanjang abad ke-20, perjumpaan madrasah dengan sekolah-sekolah modern yang datang bersama kolonialisme Belanda di satu sisi, dan kebijakan negara yang menetapkan modernisasi di segala aspek di sisi lain, mendorong transformasi madrasah Indonesia menjadi lembaga pendidikan Islam modern. Dalam konteks Indonesia, madrasah tidak menjadi simbol lembaga pendidikan tradisional yang berlokasi di kampung, tetapi merupakan simbol lembaga pendidikan Islam modern yang ditemukan di pedesaan dan perkotaan sekaligus. Bahkan sebagian madrasah menjadi pilihan favorit di kalangan masyarakat setempat untuk mendidik anak dan keluarganya. Kualitas madrasah kurang-lebih sama dengan sekolah yang setara di Indonesia. 
Dalam konteks perkembangan seperti itu, kiranya menarik untuk mengajukan pertanyaan berikut: Apakah kaum Muslim Indonesia menjadikan madrasah yang dapat dianggap representasi pendidikan Islam sebagai pilihan utama dalam menyekolahkan anak-anaknya? Faktor apa saja yang memengaruhi preferensi Muslim Indonesia dalam memilih sekolah untuk anak-anaknya? Apakah faktor kedekatan dengan organisasi sosial-keagamaan  (Muhammadiyah dan NU) memengaruhi pilihan sekolah? Beberapa pertanyaan itu menarik karena selama ini, penelitian tentang madrasah Indonesia mayoritas didominasi tinjauan yang bersifat historis
, pengembangan kurikulum, modeling
, dan proses transformasi menjadi madrasah modern. Belakangan, yang banyak muncul adalah adalah penelitian yang melihat madrasah dari perspektif radikalisme agama.
 
Penelitian yang fokus melihat preferensi kaum Muslim Indonesia dalam memilih sekolah termasuk tidak banyak dilakukan. Penelitian seperti ini penting untuk melihat relasi dan engagement masyarakat Muslim terhadap madrasah ketika madrasah telah tampil dengan performance sebagai lembaga pendidikan modern. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah mendeskripsikan preferensi signifikan yang dirujuk masyarakat Muslim Indonesia dalam memilih lembaga pendidikan untuk keluarganya, terutama mereka yang merasa dekat dengan organisasi sosial-keagamaan Muhammadiyah dan NU.  Sampai sebesar apakah faktor ideologi-keagamaan, faktor beaya pendidikan, prestasi sekolah, dan faktor-faktor lain—yang akan terlihat nanti pada bagian berikutnya—dalam ikut menjadi pertimbangan kalangan orang tua Muslim dalam memilih lembaga pendidikan. Jawaban atas pertanyaan ini akan memberikan penjelasan tentang perilaku Muslim Indonesia dalam memilih lembaga pendidikan bagi anak-anak dan kerabat dekatnya. Di samping itu juga akan menjelaskan bagaimana mereka mempersepsikan madrasah Indonesia, lembaga pendidikan yang sepanjang sejarahnya di Indonesia telah mengalami transformasi, khususnya diletakkan dalam konteks sistem pendidikan nasional. 
Preferensi (bhs. Inggris preference) berarti “a greater interest in or desire for sb/sth than sb/sth else”. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), preferensi diartikan sebagai “1 (hak untuk) didahulukan dan diutamakan daripada yang lain; prioritas; 2 pilihan, kecenderungan, kesukaan”.
 Dengan demikian, yang dimaksud preferensi dalam artikel ini adalah faktor-faktor apa saja yang menjadi bahan pertimbangan kaum Muslim Indonesia dalam memillih lembaga pendidikan bagi anak, kerabat dan keluarganya. Sedangkan ideologi-keagamaan yang dimaksud dalam artikel ini adalah doktrin keislaman dalam bentuk madzhab, aliran, atau pemahaman keislaman tertentu. Ideologi-keagamaan tidak hanya merupakan representasi dari identitas sosial, tetapi juga memberikan makna tentang dalam kehiduapan dan ketenangan dalam diri manusia.
 Dalam kaitan dengan pendidikan, ideologi-keagamaan itu menjadi materi pelajaran yang bersifat lokal dan berbeda antara satu madrasah dengan madrasah lain, tergantung kepada ikatan madrasah tersebut dengan organisasi sosial-keagamaan tertentu di Indonesia.
 Kasus yang secara khusus dilihat adalah ideologi-keagamaan Muhammadiyah dan NU. 
Untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, tulisan menggunakan dam mengalisis data dari survei yang tidak dipublikasikan. Survei dilakukan PPIM (Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat) UIN Jakarta, dan Kementerian Agama, dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dilaksanakan lebih dari satu dekade lewat, tepatnya pengumpulan data dilakukan pada 18 sampai dengan 30 Agustus 2010. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Dalam survei ini jumlah sampel sebanyak 1850 orang (oversampling Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur). Dengan metode multistage random sampling, dan memiliki toleransi kesalahan (margin of error) sebesar +/- 3% pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel berasal dari 33 provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Setiap 10 responden diwawancarai oleh 1 pewawancara. Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.
Meskipun survei tersebut sudah lebih dari satu dekade, karena hasilnya tidak dipublikasikan dan belum dirujuk dalam karya akademis, data survei tersebut dipandang masih relevan untuk dipergunakan sebagai alat ukur dalam melihat preferensi umat Islam terhadap madrasah, dan mengukur sikap dan perilaku Muslim Indonesia yang mengaku warga Muhammadiyah dan NU terhadap lembaga pendidikan. Hal ini juga karena perkembangan madrasah dalam satu dekade terakhir tidak ada yang bersifat luar biasa. Di samping itu, hasil survei ini juga masih bisa dimanfaatkan sebagai fondasi dan rujukan dalam pengembangan madrasah di masa depan.

Artikel akan terbagi dalam topik-topik yang relevan dengan madrasah di Indonesia kontemporer. Sebelum mendiskusikan hasil survei, akan diberikan gambaran tentang lembaga pendidikan Islam yang memiliki beberap varian di Indonesia. Sebagian menggunakan nomenklatur madrasah dengan berbagai modelnya, dan sebagian lain menggunakan nomenklatur lain, termasuk sekolah Islam—meskipun sebagai catatan, artikel ini membatasi cakupan pembahasan hanya madrasah, bukan sekolah Islam. Bagian selanjutnya membahas  tentang popularitas madrasah di mata masyarakat, persepsi tentang kualitas madrasah, persepsi tentang profesi lulusan madrasah, persepsi ideologi-keagamaan madrasah, pilihan antara madrasah dan sekolah—yang membandingkan antara warga Muhammadiyah dan NU, faktor-faktor yang menentukan preferensi dalam memilih sekolah, harapan madrasah masa depan, dan catatan penutup.
Lembaga Pendidikan Islam
Lembaga pendidikan Islam merupakan konsep yang luas. Dalam konteks Indonesia, lembaga pendidikan mencakup pesantren, madrasah, dan sekolah Islam. Pesantren juga memiliki beberapa varian di Indonesia. Sebagai akibat modernisasi, sebagian pesantren mengadopsi lembaga madrasah di dalamnya, tetapi sebagian lain tetap sebagai lembaga pendidikan tradisional. Lembaga pendidikan Islam Indonesia dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori sebagaimana tampak dalam tabel berikut.  

Tabel 

Kelompok Lembaga Pendidikan Islam

	Kelompok Lembaga
	Lama
	Kurikulum
	Status

	 
	Belajar
	 
	 

	 I. Madrasah
	
	
	

	1. Madrasah Ibtidaiyah
	6 tahun
	Islam-umum
	negeri/swasta

	2. Madrasah Tsanawiyah
	3 tahun
	Islam-umum
	negeri/swasta

	3. Madrasah Aliyah
	3 tahun
	Islam-umum
	negeri/swasta

	    a. Madrasah Aliyah Keagamaan
	3 tahun
	Islam-umum
	negeri/swasta

	    b. Madrasah Aliyah Ketrampilan
	3 tahun
	Islam-umum
	negeri/swasta

	II. Madrasah Diniyah Takmiliyah
	
	
	

	1. MDT Ula 
	4/6 tahun
	Islam
	swasta

	1. MDT Wustha
	2/3 tahun
	Islam
	swasta

	2. MDT 'Ulya
	2/3 tahun
	Islam
	swasta

	III. Pesantren 
	
	
	

	1. Salafiyyah
	-
	Islam
	swasta

	2. Modern
	6
	Islam
	swasta

	3. Salafi
	-
	Islam
	swasta

	III. Kulliyatul Muallimin al-Islamiyah 
	6 tahun
	Islam-umum
	swasta

	IV. Sekolah Islam
	
	
	

	1. Sekolah Dasar Islam
	6 tahun
	umum-Islam
	swasta

	2. Sekolah Menengah Pertama Islam
	3 tahun
	umum-Islam
	swasta

	3. Sekolah Menengah Atas Islam
	3 tahun
	umum-Islam
	swasta


Ada kelompok Madrasah, kelompok Madrasah Diniyah Takmiliyah, kelompok Pesantren, kelompok Kulliyatul Muallimin al-Islamiyah (KMI), dan kelompok Sekolah Islam. Masing-masing kelompok dibedakan oleh materi atau kurikulum pembelajaran, waktu pembelajaran, termasuk relasinya dengan negara. Meskipun demikian, kelompok-kelompok lembaga pendidikan Islam tersebut memiliki keterkaitan erat, bahkan membentuk sebuah pola hubungan yang saling beririsan. Sebagai ilustrasi, di dalam sebuah pesantren, terdapat madrasah dan madrasah diniyah takmiliyah sekaligus, bahkan tidak jarang terdapat juga sekolah umum. Para santri diberikan alternatif pilihan untuk belajar.  

Kelompok pertama,  yaitu kelompok madrasah, merupakan jenis lembaga pendidikan Islam yang mengombinasikan mata pelajaran agama dan mata pelajaran umum. Untuk tingkat pendidikan dasar, disebut Madrasah Ibtidaiyah (MI) dengan masa belajar 6 tahun; untuk tingkat pendidikan menengah pertama, disebut Madrasah Tsanawiyah (MTs) dengan masa belajar 3 tahun; dan untuk tingkat pendidikan menengah disebut Madrasah Aliyah (MA) dengan masa belajar 3 tahun. Madrasah merupakan kelompok lembaga pendidikan Islam yang paling banyak dijumpai di Indonesia, baik dalam jumlah maupun penyebaran. Meskipun demikian, tingkat keragaman kelompok pertama ini juga cukup besar. Keragaman itu tidak hanya menyangkut infrastruktur fisik seperti bangunan, kelas, fasilitas pendidikan, dan jumlah murid, tetapi juga menyangkut hal-hal yang bersifat kualitatif seperti tujuan pendidikan, kurikulum, dan ideologi keagamaan, atau kedekatan dengan organisasi sosial-keagamaan tertentu.

Kedua, kelompok madrasah yang hanya mengajarkan pengetahuan keislaman, termasuk bahasa Arab, yaitu Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT). Untuk tingkat pendidikan dasar disebut dengan MDT Ula dengan masa belajar 4 atau 6 tahun tahun; untuk tingkat pendidikan menengah pertama disebut dengan MDT Wustha dengan masa belajar 2 atau 3 tahun; dan untuk tingkat pendidikan menengah atas disebut dengan MDT Ulya dengan masa belajar 2 atau 3 tahun. Madrasah Diniyah ditawarkan sebagai komplementer terhadap pendidikan umum yang ditempuh, baik untuk tingkat SD, SMP, dan SMA. Untuk menegaskan posisinya ini Kementerian Agama menambahkan kata “takmiliyah” berarti madrasah yang mempelajari ilmu agama sebegai pelengkap bagi siswa yang belajar di sekolah formal.

Madrasah Diniyah, pada hakekatnya merupakan bentuk pelembagaan lembaga-lembaga pendidikan Islam tradisional dengan tingkatan di bawah pesantren. Dalam konteks ini, terdapat kesan yang sulit dihindari bahwa lembaga pendidikan ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari pelajaran-pelajaran membaca al-Qur’an yang diberikan oleh ustadz di mushalla (Jawa: langgar), yaitu tempat ibadah yang berukuran lebih kecil dibandingkan masjid.
 Di langgar, anak-anak Muslim belajar alfabet Arab yang dilanjutkan dengan belajar membaca ayat-ayat pendek al-Qur’an, yang dikenal dengan istilah juz amma
, dengan suara keras di bawah bimbingan guru—biasanya tokoh agama setempat—yang tidak memungut bayaran. Setelah berhasil mempelajari juzz amma, pelajaran akan berlanjut pada al-Qur’an secara lengkap yang diakhiri dengan acara khataman untuk mensyukuri tuntasnya bacaan al-Qur’an sebaganyak 30 juz. Jika menghendaki, setelah dipandang mampu membaca al-Qur’an sesuai dengan kaedah pembacaan yang benar (sesuai dengan aturan dalam ilm tajwid), seorang anak akan melanjutkan pendidikannya ke pesantren untuk memperdalam pelajaran agama. Tradisi belajar al-Qur’an di mushalla ini kemudian dilembagakan dalam bentuk Madrasah Diniyah dengan kurikulum yang lebih terstruktur dan metode yang lebih sistematis.
 

Kelompok ketiga, yaitu kelompok pesantren salafiyah, atau seringkali disebut sebagai pesantren tradisional. Ini merupakan jenis pesantren yang tidak menawarkan pendidikan formal kepada santri. Pesantren ini menawarkan sistem dan metode pembelajaran tradisional, baik bandongan (kyai membaca kitab dan serombongan santri menyimak) maupun sorogan (santri membaca kitab satu per satu secara bergiliran di hadapan kyai) dengan materi utama ilmu-ilmu keislaman. Kitab kuning merupakan referensi utama dalam pesantren-pesantren jenis ini. Jenis lembaga pendidikan Islam pesantren juga mengalami perkembangan dan kemudian muncul pesantren yang secara eksplisit menamakan dirinya dengan “pesantren modern”. Belakangan muncul “pesantren salafi” yang merupakan jenis baru. Disebut “pesantren salafi” karena pesantren ini mengajarkan doktrin salafi yang sebagian besar merujuk pada karya-karya Muhammad ibn Abd Wahhab, pendiri Wahhabisme.
    
Keempat, kelompok lembaga pendidikan Islam yang mengombinasikan pengetahuan agama dan pengetahuan umum, tetapi tidak menamakan dirinya dengan madrasah. Kelompok menyebut dirinya dengan Kulliyatul Mu’allimin al-Islamiyah (KMI),
 atau Mu'allimin. Secara bahasa KMI sebenarnya mengandung pengertian sekolah pendidikan guru. Nama ini tetap dipergunakan karena sistemnya sudah dianggap mapan, khususnya di Pondok Modern Gontor. KMI atau Mu'allimin merupakan lembaga pendidikan tingkat menengah dengan masa belajar 6 tahun, setingkat sekolah menengah pertama dan atas. Berbeda dengan madrasah-madrasah pada kelompok pertama dan kedua, KMI pada umumnya diterapkan di Pondok Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur dan pondok-pondok lain yang menjadikan Pondok Modern Gontor sebagai model.
 

Kelima, kelompok lembaga pendidikan Islam yang menamakan dirinya dengan istilah Sekolah Islam. Ini merupakan perkembangan  lebih lanjut dari konsep “HIS met de Qur’an” sebagaimana telah didiskusikan pada bagian sebelumnya.  Seperti telah disebutkan, Sekolah Islam merupakan fenomena Muslim perkotaan. Meskipun sekolah Islam dimasukkan ke dalam kateori lembaga pendidikan Islam, dua hal penting diperhatikan. Pertama, secara administratif dan struktural, Sekolah Islam berada di bawah Kementerian Pendidikan. Kedua, dalam konteks kurikulum ‘sekolah Islam’ memberikan penekanan terhadap sains modern—seperti matematika, fisika, kimia, dan biologi—sementara mata pelajaran Islam sebagai komplementer.

Dikenal, Tapi Kurang Dipilih 

Sebagai salah satu jenis lembaga pendidikan Islam yang memiliki sejarah panjang, madrasah sangat dikenal masyarakat Muslim Indonesia. Mayoritas responden (83.9%) menyatakan pernah mendengar atau mengetahui tentang madrasah. Terdapat 16% Muslim Indonesia yang mengaku tidak pernah tahu, atau bahkan tidak pernah mendengar madrasah. Sebagian besar responden (68.4%) juga mengatakan bahwa di wilayahnya terdapat lembaga pendidikan Islam bernama madrasah. Pengakuan responden ini sejalan dengan data tentang madrasah yang tingkat penyebarannya mencakup hampir seluruh wilayah Indonesia.   Menurut data EMIS (Education Management Information System) Kementerian Agama, hingga akhir tahun 2022 jumlah madrasah sebanyak 86.681 madrasah yang terdiri dari swasta sebanyak 82.635 lembaga dan negeri sebanyak 4.046 lembaga. Sampai dengan Juli 2023, Kementerian Agama mencatat pengajuan berdirinya madrasah swasta baru mencapai 1000 lembaga.
 Meskipun demikian, ada juga responden (30.4%) yang mengatakan bahwa di daerahnya tidak terdapat lembaga pendidikan bernama madrasah.  Sisanya, yaitu 1.2%, tidak menjawab pertanyaan tersebut. Dengan demikian, dari segi keberadaan, popularitas dan tingkat ketersebarannya, madrasah merupakan lembaga pendidikan yang dikenal masyarakat dan tersebar secara merata di seluruh Indonesia. 
Meskipun popupler dan tersebar merata, pada kenyataannya tidak berarti sebagian besar Muslim Indonesia lalu mengirimkan anaknya ke madrasah. Sebagian besar responden (70.8%) menyatakan bahwa dalam beberapa tahun belakangan ini tidak ada anggota keluarga mereka yang belajar di madrasah. Hanya sebesar 28.9% responden mengaku memiliki keluarga atau kerabat yang belajar di madrasah. Tingkat popularitas yang tinggi itu, ternyata tidak memiliki keterkaitan langsung dengan pilihan masyarakat Muslim Indonesia terhadap madrasah. Banyak faktor bisa menjadi sebabnya, tetapi persepsi masyarakat terhadap madrasah diperkirakan memiliki pengaruh besar terhadap keputusan untuk memilih madrasah. Persepsi itu terkait erat dengan ideologi-keagamaan penyelenggara madrasah, harapan terhadap masa depan anak atau keluarganya, dan pekerjaan atau profesi alumni madrasah di mata mereka. 
Meskipun mereka yang mengaku memilih madrasah sebagai tempat belajar bagi anak dan keluarganya hanya 28.9%, potensi masyarakat untuk mengirimkan anaknya ke madrasah ternyata masih tergolong besar. Kebanyakan mereka, yaitu sebesar 67.6%, mengaku bersedia menyekolahkan anaknya ke madrasah dan hanya sebesar 23.3% yang mengatakan tidak bersedia. Ketika ditanyakan alasan kesediaan mereka menyekolahkan anggota keluarganya ke madrasah, sebesar 14.3% menjawab karena biaya di madrasah tidak mahal. Di samping itu, beberapa alasan lain juga dikemukakan responden, yaitu sebanyak 11.9% menyebutkan alasan adanya fasilitas madrasah yang lengkap. Ada juga yang beralasan karena madrasah memberikan bekal ketrampilan kepada siswa-siswanya (9.8%), madrasah memiliki guru yang berkualitas (8%), dan madrasah mengajarkan pengetahuan umum (7.2%). Ada yang beralasan karena mata pelajaran di madrasah lebih ringan dibandingkan dengan di sekolah umum (5%). Responden lain, sebanyak 41%, memberikan jawaban lain-lain yang bermuara pada pada alasan pengetahuan keislamaman, moralitas, dan akhlak.
Bagi mereka yang memiliki anak atau kerabat di madrasah, sebesar 38.2%, memiliki harapan agar ada anggota keluarga yang memiliki ilmu-ilmu keislaman. Sebanyak 27.2% mengatakan bercita-cita agar anggota keluarganya itu berperilaku menurut ajaran Islam. Sebanyak 16.7% menginginkan agar anak atau keluarganya dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dalam bidang agama Islam. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar mereka yang mengirimkan anaknya ke madrasah mempunyai persepsi bahwa madrasah merupakan tempat yang tepat untuk belajar agama Islam. Namun ada juga yang memiliki harapan berbeda sebanyak 7.1%, yaitu menginginkan anggota keluarganya yang belajar di madrasah agar memperoleh keterampilan untuk bekerja, sebanyak 6% berharap anak atau keluarganya bisa melanjutkan pendidikan ke sekolah umum. Responden yang lain—meskipun dengan bahasa yang berbeda—persepsi dan harapan mereka terhadap madrasah tetap berkisar pada aspek moralitas. Antara lain, “supaya berguna bagi masyarakat”, “memiliki budi pekerti”, “supaya tidak bodoh” dan sebagainya. Tampak bahwa di mata masyarakat secara umum madrasah merupakan tempat bagi pendidikan akhlak dan budi pekerti. 

Bagaimana dengan 23.3% responden yang menyatakan tidak bersedia menyekolahkan anaknya ke madrasah? Ketika kepada mereka ditanyakan alasannya, diperoleh beberapa jawaban berikut. Paling banyak (11.7%) menyebutkan kecilnya porsi pelajaran umum di madrasah. Selanjutnya sebesar 9.4% beralasan karena kualitas fasilitas di madrasah yang dianggap kurang—seperti gedung, perpustakaan, sarana olah raga dan laboratorium. Sementara itu, 9.2% beralasan bahwa biaya pendidikan di madrasah mahal, sebanyak 5.3% beralasan gurunya tidak berkualitas, sebanyak 4.3% mengatakan pelajarannya terlalu berat, dan sebanyak 4.1% mengatakan karena madrasah tidak mengajarkan bekal keterampilan kepada siswa. Alasan lain yang muncul semakin beragam dan bermuara pada persepsi tentang masih rendahnya kualitas madrasah. Meskipun ada juga yang mengatakan sudah tidak memiliki anak kecil, jarak madrasah yang jauh dari rumah, tidak ada madrasah di wilayahnya, atau anaknya tidak bersedia masuk madrasah. 
Kualitas Madrasah


Mayoritas responden (56.1%) menilai bahwa fasilitas madrasah—seperti gedung, ruang kelas, perpustakaan, sarana olah raga, dan laboratorium—telah sama dengan sekolah umum. Bahkan sebagian di antaranya (16.6%) menyatakan bahwa fasilitas madrasah mengalami perkembangan lebih baik dibandingkan dengan sekolah umum. Hanya sebanyak 19% responden yang masih beranggapan bahwa fasilitas madrasah masih lebih rendah dibandingkan dengan sekolah umum. Sedangkan selebihnya,  sebanyak 8.4% tidak bersedia menjawab pertanyaan ini.  

Berkenaan dengan kualitas guru, mayoritas responden (57.1%)  mengatakan bahwa guru madrasah memiliki kualitas yang sama dengan sekolah umum.  Sebesar 22.3% responden bahkan mengakui adanya peningkatan kualitas guru madrasah yang berkelanjutan. Meskipun demikian, tetap ada yang mengatakan (sebesar 10.6% responden) bahwa guru madrasah lebih rendah kualitasnya dibandingkan dengan sekolah umum. Sisanya, sebesar 10.1% responden, tidak memberikan pendapat terhadap masalah kualitas madrasah ini. Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa mayaritas responden memiliki persepsi bahwa guru madrasah memiliki kualitas yang sama dengan sekolah umum. 

Berkenaan dengan kualitas lulusan madrasah, persepsi masyarakat Muslim juga secara umum positif. Mayoritas respoden, yaitu sebesar 56.9% responden,  mengatakan bahwa kualitas lulusan madrasah sama dengan sekolah umum. Sebesar 20.5% bahkan mengatakan bahwa kualitas lulusan madrasah lebih baik dibandingkan dengan sekolah umum. Hanya 10.6% yang mengatakan kualitasnya lebih rendah dibandingkan dengan sekolah umum.  Dapat dikatakan bahwa lulusan madrasah mendapatkan apresiasi dari responden. Konsisten dengan jawaban tersebut, dalam melihat perilaku sehari-hari lulusan madrasah, mayoritas responden (50.4%) berpendapat bahwa lulusan madrasah memiliki perilaku yang sama dengan perilaku lulusan sekolah umum. Bahkan sebagian mereka, sebanyak 38.4%, mengatakan bahwa terdapat peningkatan perilaku lulusan madrasah ke arah yang lebih baik dibandingkan dengan sekolah umum. 

Selanjutnya, berkaitan dengan kurikulum madrasah, mayoritas responden (52.6%) mengatakan sama dengan sekolah umum. Bahkan sebanyak 27.5% mengatakan bahwa kurikulum madrasah lebih baik dibandingkan dengan umum. Hanya sekitar 7.9% yang mengatakan lebih buruk dibandingkan dengan sekolah. Mereka yang mengatakan kurikulum madrasah lebih baik dibandingkan dengan sekolah diperkirakan karena melihat bahwa madrasah mengajarkan ilmu pengetahuan umum dan agama sekaligus. 
Profesi Lulusan Madrasah

Mayoritas responden (60.9%) mengatakan bahwa di lingkungan mereka terdapat lulusan madrasah. Sebesar 42.2% responden yang di lingkungannya terdapat lulusan madrasah mengatakan bahwa pada umumnya profesi yang digeluti lulusan madrasah adalah guru agama—apakah itu di pesantren, madrasah, masjid, atau surau. Namun, sebesar 24.7% responden mengaku melihat juga alumni madrasah yang berprofesi sebagai wiraswastawan—seperti pedagang, petani dan nelayan. Hanya 13.6% yang melihat alumni madrasah berprofesi sebagai pegawai seperti PNS (Pegawai Negeri Sipil). Sementara itu sebesar 14.1% menjawab lain-lain. Secara rinci jawaban lain-lain tersebut sangat bervariasi yang mencakup antara lain “belum mendapatkan pekerjaan”, “melanjutkan sekolah lagi”, dan “bekerja sebagai buruh”. Selanjutnya sebanyak 28.5% responden mengaku tidak ada alumni madrasah di lingkungannya.
Antara Sekolah dan Madrasah
Persepsi tentang madrasah yang menunjukkan kecenderungan positif dengan potensi yang besar ternyata mengalami sedikit perubahan ketika kaum Muslim dihadapkan kepada pilihan antara madrasah dan sekolah. Hasil survei menunjukkan bahwa madrasah ternyata menjadi pilihan ketiga setelah sekolah negeri dan sekolah swasta. Sebesar 74.4%, responden menyatakan memilih sekolah negeri bagi anak-anaknya sebagai pilihan pertama. Selanjutnya, sebesar 30.1% cenderung mengirimkan anaknya ke sekolah umum swasta. Baru setelah itu, menempatkan madrasah menjadi pilihan berikutnya. Dalam soal madrasah, pilihan terhadap madrasah negeri ternyata lebih rendah dibandingkan dengan madrasah swasta. Sebesar 18.5% responden menyatakan akan memilih madrasah swasta, dan sebesar 11.6% responden menyatakan akan memilih madrasah negeri untuk anak-anaknya. Secara umum dapat dikatakan bahwa kaum Muslim Indonesia memiliki kecenderungan terhadap sekolah umum lebih besar dibandingkan dengan madrasah. Di samping itu, kecenderungan untuk menyekolahkan anaknya ke madrasah negeri juga lebih rendah dibandingkan dengan madrasah swasta. Faktor mata pelajaran agama yang sesuai dengan ideologi-keagamaan orang tua diperkirakan menjadi pertimbangan penting dalam memilih madrasah swasta. Madrasah swasta memiliki kurikulum lokal—yang sekaligus menjadi ciri khasnya—yang biasanya diisi dengan mata pelajaran keislaman yang disesuaikan dengan madzhab atau aliran pengelola madrasah dan orang tua. 
Bagaimana dengan Muslim warga Muhammadiyah dan NU? Ketika kepada mereka ditanyakan apakah memiliki anggota keluarga atau kerabat yang menempuh pendidikan di sekolah negeri, jawaban yang diperoleh sebenarnya tidak berbeda jauh dengan informasi di atas. Sebanyak 76% responden yang mengaku warga NU mengatakan memiliki kerabat yang menempuh pendidikan dasar dan menengah di sekolah negeri. Sementara itu, sebanyak 77.9% responden yang mengaku warga Muhammadiyah mengaku memiliki kerabat yang menempuh pendidikan di sekolah negeri. Dapat dikatakan bahwa kecenderungan untuk mengirim anaknya di sekolah negeri tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK cukup besar di kalangan Muslim Indonesia, termasuk warga Muhammadiyah dan NU, yang merupakan organisasi sosial-keagamaan Islam yang juga memiliki banyak lembaga pendidikan.
Ideologi-Keagamaan

Kurikulum madrasah di Indonesia merupakan kombinasi antara mata pelajaran agama dan umum. Terdapat “madrasah diniyah”,  yang khusus menawarkan pendidikan agama, tetapi—sebagaimana disebutkan sebelumnya—hanya hanya dijadikan sebagai pendidikan pelengkap bagi anak-anak Muslim yang belajar di sekolah umum. Identitas utama madrasah adalah lembaga pendidikan Islam. Meskipun dalam UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional madrasah diberikan definisi sebagai “sekolah umum berciri khas Islam”, identitas ciri khas Islam lebih kuat dan berpengaruh daripada identitas sebagai sekolah umum.  Ciri khas Islam ini pula yang melatarbelakangi manajemen pengelolaan madrasah secara nasional berada di bawah manajemen Kementerian Agama. 
Berdasarkan otoritas tersebut, Kementrian Agama, sebagai representasi negara, merumuskan standar kurikulum madrasah yang harus dijadikan pedoman, baik di madrasah negeri maupun swasta. Meskipun demikian, terdapat peluang yang masih cukup besar bagi setiap pengelola madrasah untuk memasukkan kurikulum lokal sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya. Dalam kaitan ini para pengola madrasah swasta—sebgaimana disingggung di bagian sebelumnya—biasanya  memasukkan beberapa mata pelajaran, atau konten pembelajaran, yang sejalan dengan ideologi-keagamaan pengelola madrasah. Ini merupakan keniscayaan belaka mengingat sebagian besar madrasah dikelola oleh yayasan-yayasan pendidikan yang memiliki asosiasi dengan organisasi sosial-keagamaan. Dua diantaranya yang besar, Muhammadiyah dan NU, menjadi menaungi banyak madrasah yang tersebar secara nasional. 
Di lingkungan lembaga pendidikan yang berafiliasi dengan Muhammadiyah, terdapat mata pelajaran yang disebut dengan “materi ke-Muhammadiyah-an” sebagai ciri khas.  Ini merupakan materi yang berisi pengetahuan keislaman, sejarah dan nilai-nilai Muhammadiyah. Demikian juga halnya dengan madrasah di lingkungan NU yang menetapkan materi pelajaran ke-NU-an sebagai ciri khas. Ini merupakan materi Islam ahl sunnah wa al-jamaah, sejarah, dan nilai-nilai perjuangan NU. Materi-materi pelajaran tersebut menjadi identitas dalam bentuk ideologi-keislaman. Sebuah identitas yang tidak hanya terus-menerus dijaga, dipelihara, tetapi juga ditransmisikan dan diwariskan kepada generasi Muslim mendatang. Tentu saja tidak terbatas pada Muhammadiyah dan NU saja yang melakukan praktik tersebut. Setiap organisasi sosial-keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan juga melakukan praktik yang sama.
Berdasarkan itu, kalaupun di antara responden warga Muhammadiyah dan NU ada yang cenderung memilih sekolah umum swasta bagi anak-anaknya, terlebih dahulu mereka akan mempertimbangkan identitas ideologi-keagamaan penyelenggara lembaga pendidikannya. Di kalangan responden yang mengaku warga NU ditemukan bahwa sebesar 69.4% akan memilih penyelenggara pendidikan  yang memiliki identitas keagamaan NU. Sementara itu di kalangan responden warga Muhammadiyah yang memilih penyelenggara pendidikan dengan identitas keagamaan Muhammadiyah jumlahnya lebih besar, yaitu sebesar 80%. Secara umum dapat dikatakan bahwa bagi warga NU dan Muhammadiyah, ideologi-keagamaan menjadi faktor yang menjadi pertimbangan dalam memilih lembaga pendidikan bagi anak-anaknya.  
Meskipun demikian, bukan berarti tidak ada warga NU yang memilih mengirimkan anak atau kerabatnya di sekolah umum yang diselenggarakan oleh yayasan yang tidak berbasis keagamaan. Sebanyak 24.4% warga NU mengaku mengirimkan anaknya ke sekolah yang dikelola lembaga atau yayasan penyelenggara pendidikan yang tidak berbasis keagamaan. Bahkan di lingkungan warga NU ditemukan sebanyak 5.6% yang mengirimkan anaknya belajar di sekolah yang dikelola lembaga penyelenggara pendidikan non-Islam. Sementara itu, warga Muhammadiyah yang mengirimkan anaknya belajar di sekolah yang dikelola lembaga non-Islam sebesar 4.2%, dan sebesar 15.6% berada di sekolah yang dikelola lembaga pendidikan tidak berbasis keagamaan. Data ini memperlihatkan bahwa kecenderungan warga Muhammadiyah untuk mengirimkan keluarga atau kerabatnya ke sekolah umum yang dikelola lembaga keagamaan Islam lebih tinggi dibandingkan dengan warga NU.
Dalam konteks warga Muhammadiyah dan NU, ditemukan juga data tentang pemilihan silang. Sebesar 23% responden yang mengaku warga NU menyekolahkan anaknya di lingkungan lembaga pendidikan yang diselenggarakan kelompok modernis.  Sebaliknya juga ditemukan sebesar 16% warga Muhammadiyah yang mengirimkan anak atau kerabatnya untuk menempuh pendidikan yang diselenggarakan kelompok tradisionalis. Dengan demikian, dalam konteks sekolah umum—bukan dalam konteks madrasah—warga NU dapat dikatakan memiliki kecenderungan lebih besar untuk menggunakan institusi pendidikan yang berada di luar kelompoknya dibandingkan dengan warga Muhammadiyah.
Bagaimana dengan madrasah  di mata warga NU dan Muhammadiyah? Menurut hasil survei, hanya terdapat 15.5% responden warga NU yang mengaku memiliki keluarga atau kerabat yang menempuh pendidikan di madrasah negeri (MIN, MTsN, MAN). Sementara itu di kalangan Muhammadiyah terdapat sebesar 17.5% responden yang mengirimkan anak atau kerabatnya menempuh pendidikan di madrasah negeri. Seperti telah disinggung, kecenderungan warga NU dan Muhammadiyah kepada madrasah ternyata tidak besar. Dalam konteks madrasah swasta—yang di dalamnya termasuk madrasah yang berada di lingkungan pesantren—prosentase warga dua organisasi Islam terkemuka yang menempuh pendidikan di pesantren memang lebih besar, meskipun tidak mayoritas. Sebesar 28.5% responden warga warga NU menempuh pendidikan di madrasah swasta, sedangkan di lingkungan warga Muhammadiyah hanya tercatat sebesar 14.5% yang menempuh pendidikan di madrasah swasta. 

Masih konsisten dengan preferensi ketika memilih sekolah swasta, dalam memilih madrasah swasta tampaknya aspek ideologi-keagamaan juga menjadi bahan pertimbangan.  Dari warga NU yang memiliki keluarga atau kerabat di madrasah swasta di atas, sebagian besar terdaftar di madrasah-madrasah swasta yang berideologi keagamaan tradisionalis. Sedangkan dari warga Muhammadiyah di atas mayoritas juga terdaftar di madrasah swasta yang ideologi keagamaannya bercorak modernis. Dalam konteks madrasah swasta, prosentase yang melakukan pilihan silang di kalangan NU sebesar 8.7% dan di kalangan Muhammadiyah sebesar 13.6%— hampir dua kali lipatnya. Jadi dalam konteks madrasah swasta, data yang ditemukan berbeda dibandingkan dengan kasus sekolah umum swasta. Pada pilihan untuk sekolah swasta, warga NU lebih banyak yang melakukan pilihan silang, sedangkan untuk kasus madrasah swasta, warga Muhammadiyah lebih banyak yang melakukan pilihan silang. 
Perbandingan Muhammadiyah dan NU 

Warga Muhammadiyah dan NU ternyata memiliki kecenderungan untuk lebih memilih sekolah umum negeri dibandingkan sekolah umum swasta untuk mendapatkan pendidikan bagi keluarga mereka. Meskipun demikian, warga Muhammadiyah cenderung lebih banyak menggunakan sekolah umum swasta dibandingkan NU (39.2% : 31.4%). Di antara mereka yang menyekolahkan anaknya ke sekolah umum swasta, warga Muhammadiyah cenderung memilih sekolah yang dikelola/dimiliki oleh yayasan keagamaan Islam dibandingkan warga NU (80% : 69.4%). Sementara itu, warga NU tampak lebih banyak memilih sekolah swasta yang dikelola lembaga penyelenggara yang tidak berbasis keagamaan dibanding warga Muhammadiyah (24.4% : 15.6%). 

Meskipun dua kelompok ini memiliki preferensi kuat untuk hanya bersekolah di sekolah yang sealiran dengan ideologi-keagamaan masing-masing, warga NU tampak lebih banyak menggunakan institusi sekolah yang dikelola/dimiliki kaum modernis (23.1%) dibandingkan Muhammdiyah terhadap sekolah tradisionalis (16.6%). Oleh karena itu, dalam konteks sekolah umum, warga NU cenderung lebih banyak menggunakan institusi pendidikan yang berada di luar kelompoknya dibandingkan warga Muhammadiyah. 

Di kalangan Muslim santri ini madrasah negeri bukanlah preferensi utama. Jumlah mereka yang menyekolahkan ke madrasah negeri hanya berkisar 15.5% (NU) dan 17.5% (Muhammadiyah). Dalam konteks NU, jumlah tersebut tidak hanya lebih kecil dibandingkan yang menyekolahkan ke sekolah umum negeri, tetapi juga dari jumlah mereka yang memilih madrasah swasta (28.5%). Kecenderungan ini mungkin didorong oleh jumlah madrasah swasta yang lebih banyak dibanding negeri, dan juga oleh dominasi kepemilikan warga NU atas madrasah swasta. Selanjutnya, tidak seperti dalam konteks sekolah umum, warga Muhammadiyah tampak lebih banyak menggunakan madrasah swasta yang dikelola/dimiliki institusi tradisionalis (13.6%) dibandingkan warga NU yang menggunakan madrasah modernis (8.7%). 

Meskipun perbedaannya tidak ekstrem, alasan yang melandasi pilihan jenis institusi pendidikan antara warga NU dan Muhammadiyah tidaklah sama. Bagi warga NU, keterjangkauan biaya adalah hal utama (31.1%) dalam menentukan jenis sekolah yang dituju, dan baru kemudian prestasi sekolah (25.4%). Bagi warga Muhammadiyah, prestasi sekolah lebih utama, atau paling tidak sama pentingnya dengan keterjangkauan biaya (28.5% : 27.9%). Selanjutnya, disebabkan pertimbangan ekonomi, kedekatan jarak sekolah dari rumah juga menjadi lebih penting bagi warga NU (22.6%) dibandingkan bagi warga Muhammadiyah (16.2%). Hal ini terkait dengan jumlah ongkos transportasi yang harus dikeluarkan yang berbanding lurus dengan jarak tempuh.

Mengenai aspek ideologi-keagamaan, yaitu pertimbangan kurikulum agama, Muhammadiyah tampak lebih kuat dibanding NU (18.2% : 15.1%). Hal ini bisa jadi karena karakter Muhammadiyah yang lebih puritan atau juga karena warga Muhammadiyah lebih memiliki ruang untuk memilih jenis sekolah yang lebih sesuai dengan keyakinannya. Kecenderungan yang sama tetapi lebih ekstrem ditemukan dalam konteks pesantren, di mana warga Muhammadiyah yang menggunakan layanan pendidikan pesantren tradisionalis (53.9%) jauh lebih banyak dibandingkan warga NU yang mengirim anggotanya ke pesantren modernis (3%). Trend ini semakin mengukuhkan perbedaan wilayah garapan pendidikan NU dan Muhammadiyah, yaitu antara dunia pesantren, madrasah dan sekolah umum.
Selanjutnya, secara umum dapat dikatakan bahwa preferensi pilihan pendidikan juga dipengaruhi faktor ekonomi, setidaknya untuk beberapa kasus. Melalui perbandingan dengan distribusi tingkat pendapatan dalam populasi Muhammadiyah, di mana mayoritas adalah yang berpenghasilan 1 juta rupiah ke atas dan yang paling kecil adalah yang berpenghasilan di bawah 400 ribu rupiah, warga yang menyekolahkan ke sekolah umum negeri, swasta dan madarasah negeri tampak merata. Meraka berasal dari semua kelompok tingkat pendapatan. Pengecualian terjadi pada pilihan terhadap madrasah swasta dan pesantren. Warga Muhammadiyah yang memilih madrasah swasta kebanyakan berasal dari kelompok berpenghasilan di bawah 400 ribu dan 400 ribu–1 juta. Sementara itu, warga yang menyekolahkan ke pesantren justru cenderung datang dari kalangan berpunya yang penghasilannya di atas 1 juta rupiah. Bisa diduga, pesantren yang menjadi tujuan warga Muhammadiyah adalah pesantren modern yang biayanya relatif lebih mahal dibanding madrasah. Sementara itu warga NU tampil dengan pola yang berbeda. Pilihan terhadap semua jenis pendidikan hampir merata, kecuali untuk kasus sekolah umum swasta. Dibandingkan dengan kondisi ekonomi pada tingkat populasi, kelompok berpenghasilan di bawah 400 ribu cenderung tidak memilih jenis sekolah swasta. 
Harapan


Apakah sesungguhnya yang diharapkan masyarakat dari lembaga pendidikan madrasah? Bagaimana sebaiknya madrasah di masa mendatang? Jawaban responden ternyata cukup variatif. Kebanyakan mereka, sebanyak 32.2% responden, berharap madrasah mengajarkan ilmu-ilmu Islam, pengetahuan umum, dan ketrampilan sekaligus. Sebanyak 30.2% responden memiliki harapan yang sama, tatapi dengan tetap memberikan penekanan pada ilmu-ilmu Islam. Hanya sebesar 13.4%  yang mengharapkan agar madrasah mengajarkan kombinasi pengetahuan Islam dan pengatahuan umum saja. Sebagian kecil mereka (5.8%) malah ada juga yang berharap agar madrasah memberikan penekanan pada pengetahuan umum, atau bahkan menekankan aspek ketrampilan (4.7%).  Masih terdapat responden (5.3%) yang mengharapkan agar di masa depan madrasah hanya mengajarkan pengetahuan Islam saja. Harapan masyarakat yang cukup variatif tersebut menunjukkan besarnya tingkat kepercayaan mereka terhadap madrasah. 
Catatan Akhir

Madrasah, sebagai representasi pendidikan Islam di Indonesia, dikenal dan diketahui dengan baik oleh masyarakat Muslim. Akan tetapi, tampaknya mereka tidak memperoleh informasi komprehensif tentang madrasah. Persepsi mereka tentang madrasah masih berkutat di dalam kotak lama yang masih terbatas sebagai “tempat belajar agama Islam”, dengan pendekatan tradisional, dan tidak menawarkan keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja. Transformasi madrasah sebagai “sekolah umum berciri khas Islam” yang telah mengubah wajah madrasah Indonesia menjadi semakin terbuka untuk ilmu-ilmu umum modern, tidak tersoalisasikan dengan baik. Madrasah sekarang ini misalnya telah memiliki laboratorium, yang antara lain bereksperimen dalam pengembangan robotik misalnya. Madrasah juga aktif berpartisipasi dalam olympiade matematika dan sains. 

Meskipun secara umum kepercayaan kaum Muslim Indonesia terbatas sebagai “tempat belajar agama Islam”, potensi mereka untuk menyekolahkan anak dan kerabatnya ke madrasah masih sangat besar. Besarnya potensi ini merupakan pijakan optimisme terhadap masa depan madrasah. Harus diakui bahwa perkembangan pesat madrasah belakangan ini telah menjadikan madrasah semakin beragam, termasuk beragam dari segi kualitas. Ada madrasah yang memiliki fasilitas lengkap dan modern, tetapi juga masih ada madrasah yang dikelola secara sederhana—dan terkesan asal memenuhi layanan pendidikan. Ada madrasah yang sudah menerapkan pembelajaran berbasis digital. Bahkan beberapa madrasah negeri juga telah bermetamorfosa  menjadi madrasah unggul dan favorit di mata masyarakat. Namun tidak dipungkiri bahwa banyak madrasah yang kualitasnya jauh lebih rendah. 
Secara umum dapat dikatakan bahwa madrasah sekarang ini merupakan lembaga pendidikan modern yang memiliki fasilitas pendidikan lengkap seperti gedung dan kelas yang memadai dilengkapi dengan perpustakaan, laboratorium, sarana olahraga, dan berbagai fasilitas pendidikan modern lainnya.  Peningkatan kualitas guru madrasah—yang juga merupakan program prioritas Kementerian Agama—telah membawa guru madrasah sejajar dengan guru di sekolah umum. Kementerian Agama telah memfasilitasi kegiatan-kegiatan peningkatan kualitas guru seperti pelatihan guru, pendidikan lanjutan guru agar bergelar sarjana S1 dan S2, dan pengiriman guru ke luar negeri. 

Madrasah mulai mendapatkan tempat dalam sistem pendidikan nasional pada 1950-an sebagai implikasi dari UU Sistem Pendidikan Nasional yang telah disahkan. Sejak saat itu pula, Kementerian Agama merancang program peningkatan mutu madrasah. Tiga langkah dilakukan secara serentak oleh Kementerian Agama sejak periode tersebut. Pertama, merumuskan kebijakan yang mengarah pada modernisasi madrasah. Kedua, memberikan dukungan finansial pengembangan sarana dan prasarana madrasah. Ketiga, membangun “madrasah model” sebagai rujukan madrasah lain di sekitarnya dalam peningkatan kualitas secara umum.

Persepsi yang tergambar tersebut mengandung pengertian bahwa modernisasi madrasah yang diprogramkan Kementrian Agama dan lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan Islam telah membawa hasil positif. Meskipun demikian, public relation madrasah masih merupakan kebutuhan mendesak mengingat sebagian masyarakat belum memperoleh gambaran komprehensif tentang madrasah. Profil dan prestasi siswa madrasah kurang mendapatkan tempat dalam promosi melalui media cetak, elektronik, dan terutama media sosial. Meskipun demikian, harapan masyarakat bahwa menyekolahkan keluarga atau kerabat di madrasah, akan meningkatkan akhlaq al-karimah, karena madrasah merupakan tempat pendidikan agama dan moral, harus tetap menjadi perhatian para pengelola madrasah. 
Berkenaan dengan harapan masyarakat agar madrasah memberikan pelajaran tentang keterampilan, kiranya tidak berlebihan jika harapan tersebut diagendakan pengelola madrasah, khususnya Kementerian Agama. Apalagi pada dasarnya, terdapat sejarah tentang mata pelajaran keterampilan yang didesain dalam madrasah pada 1950-an yang dikenal dengan MWB (Madrasah Wajib Belajar). MWB didesain untuk mengajarkan ketrampilan (skills), pengetahuan Islam, dan pengetahuan umum. Akan tetapi, pada perkembangannya MWB mengalami kegagalan di tengah jalan dan kembali beroperasi sebagai madrasah biasa. Pada periode modern, “madrasah keterampilan” sudah buka kembali, tetapi perkembangannya tidak terdengar. Memperkuat madrasah keterampilan akan menjadi jawaban atas harapan masyarakat tersebut.
Harus diakui bahwa madrasah berada di peringkat ketiga ketika dihadapkan dengan sekolah umum negeri dan sekolah umum swasta. Kebanyakan orang tua, kecuali memiliki pertimbangan lain yang bersifat ekonomi, geografi, dan pilihan anak, cenderung menyekolahkan anak dan keluarganya ke sekolah negeri atau sekolah swasta dibandingkan madrasah. Penjelasan untuk data ini tampaknya terletak pada persepsi tentang madarasah di kalangan masyarakat Muslim yang masih terkungkung dalam kotak lama di atas, yaitu memandang madrasah semata-mata sebagai “tempat belajar agama Islam” belaka. Akan tetapi harus segera disebutkan variabel lain yang merupakan kelanjutan dari “belajar agama”, yaitu ideologi-keagamaan. Kebanyakan responden ketika memutuskan memilih sekolah swasta dan madrasah swasta, pertimbangan ideologi-keagamaan ternyata menjadi variabel penting, baik warga Muhammadiyah maupun NU. Meskipun demikian, untuk sebagian kecil juga terjadi pilihan silang. Artinya baik warga Muhammadiyah dan NU memiliki keterbukaan dalam soal ideologi-keagamaan. Akan tetapi jelas bahwa memelihara dan mewariskan ideologi-keagamaan yang dianut merupakan bagian tidak terpisahkan dalam proses pendidikan yang berlangsung di sekolah swasta dan madrasah swasta.  Pendidikan dan penanaman ideologi-keagamaan masih merupakan agenda penting bagi sebagian besar Muslim Indonesia. 
Daftar Pustaka
Allen, Charles, God’s Terrorist, The Wahhabi Cult and the Hidden Roots of Modern Jihad (London: Abacus, 2007), cet., ke-2. 

Azra, Azyumardi dan Saiful Umam (ed.), Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial-Politik (Jakarta: INIS, PPIM, Litbang Depag, 1998)

Azra, Azyumardi, Kees van Dijk, NJG. Kaptein (ed.), Varieties of Religious Authority, Changes and Challenges in 20th Centrury Indonesian Islam (Singapure: ISEAS, 2010);

Burhanudin, Jajat dan Dina Afrianti (ed,), Mencetak Muslim Modern, Peta Pendidikan Islam Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006).

Dhofier, Zamakhsyari, Tradisi Presantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai (Jakarta: LP3ES, 1982).

Din Wahid, Nurturung the Salafi Manhaj: A Study of Salafi Pesantrens in Contemporary Indonesia, proefschrift, ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universitet Utrecht, 27 Januari 2014.
Dirdjosanjoto, Pradjarta, Memelihara Umat: Kyai di Antara Usaha Pembangunan dan Mempertahankan Identitas Lokal di daerah Muria, Department of Cultural Antrophology/Sociology Development, Vrije Universiteit, Amsterdam, 1994.

Eickelman, Dale F., Knowledge and Power in Morocco: The Education of a Twentieth-Century Notable, (Princeton: Princeton University Press, 1985). 
Gohari,  MJ., The Taliban Ascent of Power (Oxford: Oxford University Press, 1999).

Harbison, F. and C.A. Myers, Manpower and Education: Country Studies in Economic Development (New York: McGrew-Hill, 1965). 

KBBI, Pusat Bahasa, Edisi keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama dan Departemen Pendidikan Nasional, 2012).  
Lindsey, Tim, Jamhari Makruf, Helen Pausacker (ed.), Islam, Education, dan Radicalisme in Indonesia, Instructing Piety (London and New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2023).
Menashri, David, Education and the Making of Modern Iran, (Ithaca and London: Cornell University Press, 1992). 
Metcalf, Barbara D., ‘Traditionalist’ Islamic Activism: Deoband, Tablighis, and Talibs (Leiden: ISIM, 2002).     

Noor, Farish, Yoginder Sikand, Martin van Bruenessen, Madrasa in Asia, Political Activism and Transnational Linkage (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009).
Pedoman Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah, Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, 2022.

Rahman, Fazlur, Islam and Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition (Chicago & London: The University of Chicago Press, 1982).
Rifa’i, Nurlena, The Emergence of Elite Islamic Schools in Indonesia: A Case Study of al-Azhar Islamic School, PhD Dissertation, McGill University, Montreal, 2006. 
Starrett, Gregory, Putting Islam to Work, Edication, Politics, and Religious Transformations in Egypt (Berkeley:  University of California Press, 1998).

Steenbrink, Karel A., Pesantren, Madrasah, sekolah, Pendidikan Islam dalam Kurun Modern (Jakarta: LP2ES, 1996); 
Subhan,  Arief , Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20, Pergumulan antara Modernisasi dan Identitas (Jakarta: Kencana, 2012). 

Survei PPIM UIN Jakarta, Kementerian Agama, LSI (Lembaga Survei Indonesia) pada 2010 tentang Preferensi dalam Memilihi Sekolah.

Tan, Charlene, Islamc Education and Indoctrination, The Case in Indonesia (New York: Routledge, 2011).  

van Dijk, T.A, Politics, Ideology and Discourse, Elsevier, 2006.

�Dosen Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Email: � HYPERLINK "mailto:arief.subhan@uinjkt.ac.id" �arief.subhan@uinjkt.ac.id�. 


�Dale F. Eickelman, “The Arts of Memory: Islamic Education and Social Reproduction”,  Comparative Studies in Societis and History, volume 20 (1978), h. 485-516.


�Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Presantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai (Jakarta: LP3ES, 1982), h. 45-55; 


�Transformasi kurukulum madrasah paling monumental terjadi pada 1975 melalui SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri, atau yang dikenal dengan SKB Tiga Menteri No. 6 Tahun 1975 dan No. 037/U/1975. Madrasah akan diakui pemerintah jika porsi mata pelajaran agama 30% dan mata pelajaran umum 70%. Lihat Ali Munhanif, “Prof. Dr. A. Mukti Ali: Modernisasi Politik-Keagamaan Orde Baru,” dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam (ed.), Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial-Politik (Jakarta: INIS, PPIM, Litbang Depag, 1998), h. 314.


�Meskipun munculnya Taliban menyebabkan sorotan tajam media internasional, perhatian para sarjana Barat terhadap madrasah sebenarnya sudah berlangsung lama. Antara lain, David Menashri, Education and the Making of Modern Iran, (Ithaca and London: Cornell University Press, 1992); Dale F. Eickelman, Knowledge and Power in Morocco: The Education of a Twentieth-Century Notable, (Princeton: Princeton University Press, 1985); Gregory Starrett, Putting Islam to Work, Edication, Politics, and Religious Transformations in Egypt (Berkeley:  University of California Press, 1998). 


�Lihat Farish Noor, Yoginder Sikand, Martin van Bruenessen, Madrasa in Asia, Political Activism and Transnational Linkage (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009), h. 11-12.


�Penelitian paling klasik misalnya Karel A. Steenbrink, Pesantren, Madrasah, sekolah, Pendidikan Islam dalam Kurun Modern (Jakarta: LP2ES, 1996); 


�Misalnya penelitian Nurlena Rifa’i, The Emergence of Elite Islamic Schools in Indonesia: A Case Study of al-Azhar Islamic School, PhD Dissertation, McGill University, Montreal, 2006. 


�Misalnya yang paling mutakhir adalah Tim Lindsey, Jamhari Makruf, Helen Pausacker (ed.), Islam, Education, dan Radicalisme in Indonesia, Instructing Piety (London and New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2023). 


�KBBI, Pusat Bahasa, Edisi keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama dan Departemen Pendidikan Nasional, 2012), h. 1100.  


�Lihat van Dijk, T.A, Politics, Ideology and Discourse, Elsevier, 2006, h. 729-730. 


�Misalnya penelitian tentang indoktrinasi dalam pendidikan Islam. Charlene Tan, Islamc Education and Indoctrination, The Case in Indonesia (New York: Routledge, 2011).  


�Survei ini dilakukan PPIM UIN Jakarta, Kementerian Agama, dan LSI (Lembaga Survei Indonesia) pada 2010—yang juga melibatkan penulis. 


�Pedoman Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah, Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, 2022.


�Pradjarta Dirdjosanjoto, Memelihara Umat: Kyai di Antara Usaha Pembangunan dan Mempertahankan Identitas Lokal di daerah Muria, Department of Cultural Antrophology/Sociology Development, Vrije Universiteit, Amsterdam, 1994. Disertasi ini antara lain melakukan perbandingan menarik antara Kyai Pesantren dan Kyai Langgar di daerah lereng Gunung Muria Pati Jawa Tengah. 


�Juzz Amma juz ke-30 dari al-Qur’an dan berisi surat-surat pendek. 


�Munculnya metode-metode baru dalam belajar membaca al-Qur’an, seperti Metode Iqra, yaitu metode pembalajaran membaca al-Qur’an, tidak bisa dilepaskan dari kegiatan pendidikan Islam seperti Madrasah Diniyah.  


�Din Wahid, Nurturung the Salafi Manhaj: A Study of Salafi Pesantrens in Contemporary Indonesia, proefschrift, ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universitet Utrecht, 27 Januari 2014,  h. 151. 


�Terkadang dipergunakan juga istilah ‘Tarbiyatul Mu’allimin al-Islamiyah’ (TMI). Kedua istilah tersebut sebenarnya memiliki substansi makna yang sama. 


�Menurut data 2002, di seluruh Indonesia terdapat tidak kurang dari 200 KMI—bahkan bisa lebih—yang seluruhnya merupakan jaringan Pesantren Modern Gontor. Data ini diperoleh dari formulir yang dikembalikan ke Depdiknas ketika lembaga ini  menawarkan penyetaraan KMI dengan SMA (Dikmenum 2002).  Sekarang ini jumlah KMI dipastikan telah meningkat pesat mengingat perkembangan pesantren modern yang pesat.


�Data diakses dari https://pendis.kemenag.go.id/read/jaga-mutu-dan-kualitas-pendidikan-kemenag-lakukan-review-pelaksanaan-ijop-madrasah. 





1

